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LEGISLATIF. MPR. Sekretariat Jenderal.
Pencabuatan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG

SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 413 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia;

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17
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Menetapkan

Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6187);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG  SEKRETARIAT
JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
wewenang dan tugas Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia, dibentuk Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia.

(2) Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Sekretariat Jenderal merupakan instansi pemerintah
yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris

Jenderal.

Pasal 2
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan
dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran
pelaksanaan wewenang dan tugas Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

www.peraturan.go.id



2019, No.126

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat
Jenderal,

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan
tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat
Jenderal,

c. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan
dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan
konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia;

d. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan
dukungan bidang administrasi kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

e. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
intern di lingkungan Sekretariat Jenderal;

f. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

BAB II
SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4
Sekretariat Jenderal terdiri atas:
(1) Deputi Bidang Administrasi; dan
(2) Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan

Konstitusi.
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Bagian Kedua

Deputi Bidang Administrasi

Pasal 5
(1) Deputi Bidang Administrasi berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
(2) Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 6
Deputi Bidang  Administrasi mempunyai  tugas
melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan,
pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 0, Deputi Bidang  Administrasi

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi
Bidang Administrasi;

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan
tugas unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang
Administrasi;

c. penyiapan perumusan Kkebijakan, pembinaan, dan
pelaksanaan dukungan di bidang sumber daya
manusia, organisasi dan tata laksana, serta hukum;

d. penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan
pelaksanaan dukungan di bidang perencanaan,
penganggaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan
keuangan;

e. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
dukungan pengelolaan sistem informasi kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan
Sekretariat Jenderal;

f. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan

dukungan di bidang hubungan masyarakat kepada
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Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
dan Sekretariat Jenderal;

g. penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan
pelaksanaan dukungan di bidang perlengkapan serta
pengelolaan barang milik negara di lingkungan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan
Sekretariat Jenderal,

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada
Sekretaris Jenderal; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh

Sekretaris Jenderal.

Pasal 8
(1) Deputi Bidang Administrasi terdiri atas paling banyak
S (lima) Biro.
(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
paling banyak 4 (empat) Bagian.
(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Ketiga

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi

Pasal 9
(1) Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan
Konstitusi berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Jenderal.
(2) Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan

Konstitusi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 10
Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan
kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan
pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi kepada

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
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